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BAB IlI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan data dan analisa pada Bab Il, maka dapat

rumuskan kesimpulan sebagai berikut :

1.

B. Saran

1.

Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar masih terkendala dalam
pengawasan, karena banyaknya lahan parkir yang tidak dikelola
oleh instansi dan juga seringnya terjadi lahan parkir yang sifatnya
mendadak .

Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dalam menanggulangi
pungutan liar tarif parkir tidak resmi dalam menjalankan tugas dan
fungsinya menjadi tidak efektif karena belum ada ketentuan yang
memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku pungli, dimana
sanksi yang diberikan masih berdasarkan ketentuan Peraturan
Daerah dan kurang memberikan efek jera terhadap pelaku pungli

khususnya parkir liar.

Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar agar lebih
memaksimalkan upaya Pencegahan terhadap tindakan pungli tarif
retribusi parkir yang melebihi batas ketentuan yang telah diatur

oleh Peraturan Daerah.
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2. Perlu adanya kerja sama antara Masyarakat dan aparat Penegak

Hukum untuk mencegah dan menanggulangi praktik pungli parkir

tidak resmi
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